
Tahun Anggaran : 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

2.2
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 03 Biro Hukum

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET 

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 

Daerah

 0,00  115.322.500,00  0,00  115.322.500,00  0,00 4.01 . 4.01.4 . 01

 24.807.500,00  0,00  0,00  24.807.500,00  0,00 Provinsi 

Banten

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca 

Aset pada Biro Hukum

6 Dokumen4.01 . 4.01.4 . 01 . 04

 90.515.000,00  0,00  0,00  90.515.000,00  0,00 Provinsi 

Banten

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro 

Hukum

3 Dokumen4.01 . 4.01.4 . 01 . 13

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan 

Kapasitas Aparatur

 6.500.000,00  1.286.310.000,00  0,00  1.292.810.000,00  0,00 4.01 . 4.01.4 . 02

 659.025.000,00  0,00  6.500.000,00  652.525.000,00  0,00 Provinsi 

Banten

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Biro 

Hukum

1 Tahun4.01 . 4.01.4 . 02 . 09

 13.475.000,00  0,00  0,00  13.475.000,00  0,00 Provinsi 

Banten

Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Biro Hukum 4 dokumen4.01 . 4.01.4 . 02 . 10

 620.310.000,00  0,00  0,00  620.310.000,00  0,00 Provinsi 

Banten

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar 

Daerah pada Biro Hukum

12 Bulan4.01 . 4.01.4 . 02 . 11

Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan 

Produk Hukum dan HAM

 1.807.495.000,00  2.288.864.500,00  18.300.000,00  4.114.659.500,00  0,00 4.01 . 4.01.4 . 68

 532.540.000,00  0,00  445.970.000,00  86.570.000,00  0,00 Provinsi 

Banten

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 3 Naskah 

Akademik

4.01 . 4.01.4 . 68 . 01

 600.820.000,00  0,00  509.750.000,00  91.070.000,00  0,00 Provinsi 

Banten

Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah 

Provinsi Banten

17 Rancangan 

Peraturan 

Gubernur

4.01 . 4.01.4 . 68 . 02

 661.140.000,00  0,00  532.950.000,00  128.190.000,00  0,00 Provinsi 

Banten

Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota 3 Raperda 

Kab/Kota

4.01 . 4.01.4 . 68 . 03

 556.216.000,00  0,00  21.200.000,00  535.016.000,00  0,00 Provinsi 

Banten

Penanganan Sengketa Hukum 4 Perkara4.01 . 4.01.4 . 68 . 04

 615.427.000,00  0,00  287.300.000,00  328.127.000,00  0,00 Provinsi 

Banten

Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum 5 Penyusunan 

Perjanjian

4.01 . 4.01.4 . 68 . 05

 321.822.000,00  0,00  5.125.000,00  316.697.000,00  0,00 Provinsi 

Banten

Peningkatan Perlindungan Hukum &amp; HAM 1 Dokumen, 

Orang

4.01 . 4.01.4 . 68 . 06
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REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET 

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

 500.000.000,00  0,00  0,00  500.000.000,00  0,00 Kab/Kota Se- 

Provinsi 

Banten

Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum 

Masyarakat/Kadarkum

8 Dokumen4.01 . 4.01.4 . 68 . 07

 326.694.500,00  0,00  5.200.000,00  303.194.500,00  18.300.000,00 Provinsi 

Banten

Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum

55 Orang4.01 . 4.01.4 . 68 . 08

Penyediaan Data Pembangunan Daerah  19.000.000,00  11.800.000,00  0,00  30.800.000,00  0,00 2.14 . 4.01.4 . 72

 30.800.000,00  0,00  19.000.000,00  11.800.000,00  0,00 Provinsi 

Banten

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada 

Biro Hukum

1 paket2.14 . 4.01.4 . 72 . 03

 1.832.995.000,00  3.702.297.000,00  18.300.000,00  5.553.592.000,00  0,00 Jumlah

NIP . 19680805 199803 1 010

Serang, 13 Desember 2016

KEPALA BIRO HUKUM

AGUS MINTONO, SH, M.Si
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